
BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 02- TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PROGRAM
PRIORITAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan
pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah
dalam rangka penggunaan Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2021 perlu
diatur tata cara penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

b. bahwa diperlukan penetapan program dan kegiatan
dalam rangka memenuhi kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a
dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan
Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

4.Undang-Undang.



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10.Peraturan Pemerintah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lem.baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

13. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2020 Nomor 266);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter! Keuangan Nomor 35/PMK.07
/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1612);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1641);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

18.Qanun
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18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006
tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah
Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu
Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran
DaerahKabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43
Seri E);

19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten
Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);

20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah,
Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam
Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);

21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun
2021 Nomor 143);

23. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
Nomor 1).

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA DAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bener Meriah.

4.0rganisasi



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah
daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga
profesional yang direkrut oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
yang bertugas pendampingan di tingkat Desa,
kecamatan, kabupaten dan provinsi.

6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu
tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah
Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk
meyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas
dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

9. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Kampung;

10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan
Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

11. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur
Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas

Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur
kewilayahan yang disebut Pengulu;

12. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih
secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung
setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh
masyarakat setempat termasuk Pemuda dan
Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di
Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat
Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta
melakukan pengawasan secara efektif terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

13.Musyawarah



13. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan Kampung.

16. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang
dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
Adat Istiadat Kampung.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang
dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan
klaster jumlah penduduk.

19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa Tertinggal dan| Desa Sangat Tertinggal yang
memilikijumlah penduduk miskin tinggi.

20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografls Desa setiap kabupaten.

22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar

Daerah.

23.Indeks



23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang
selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;

25. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi
tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah
perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya
untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB
adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan Bencana
Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis
Politik, Krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan.

27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 ( COVID-19).

(1) Ruang Lingkup peraturan Bupati inimengatur:

a. Tata cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa
Tahun Anggaran 2021

b.Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2021;

c. Rincian Program Prioritas Kegiatan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021;

d.Tata Kelola Keuangan dan pelaksanaan Program
prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021;

e. Pedoman pelaksanaan Program prioritas Kegiatan
penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

f. Sanksi.

(2)Tujuan...
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(2) Tujuan Peraturan Bupati iniuntuk memberi acuan:

a. Pemerintah Kampung dalam mewujudkan SDGs Desa
yang telah ditetapkan Pemerintah,Pemerintah Aceh
dan Pemerintah Daerah;

b.Sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan Kampung
dengan Kebijakan Daerah;

Jumlah Desa dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah
sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) kampung, data
tersebut bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode
Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

(1) Besaran alokasi Dana Desa setiap Kampung dalam
Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
dihitung dengan menggunakan rumus :

DD Kab = AD Kab + AA Kab + AK Kab + AF Kab

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar Kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten

AK Kab = Alokasi Kinerja Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

(2) Penetapan rincian Dana Desa Untuk setiap Kampung
dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah dihitung
menggunakan rumus pada ayat (1) sesuai dengan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 222/PM.07/2020.

(3) Rincian Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini;

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

BAB III

DESA

Pasal 5

(2)Penyaluran
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan :
a. tahap Isebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulanJanuari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan November untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan
November bulan kedua belas.

(5)Penyaluran
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(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri diiakukan
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap Isebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling
cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan kedua sampai dengan bulan
ketujuh; dan

b. tahap II sebesar ÿ0% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Agustus untuk bulan
kedelapan dan paling cepat masing-masing
bulan berkenaan untuk bulan kesembilan
sampai dengan bulan kesebelas, serta paling
cepat akhir bulan November untuk bulan kedua
belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang diiakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dalam lndeks Desa.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2.Peraturan



2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap Imenunjukkan rata -
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap Iyang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau

peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara

Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang
berasal dari :

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
dan

ip
ÿ c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap IIyang
telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2)Penyaluran



(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa
Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap Imenunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap Iyang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang
berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3)Dalam hal
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(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa

tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan
dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa

mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan

bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat

(2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata

cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa.

(5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat

kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2)
huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap Ipertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2)
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata

persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b
angka 2 dilakukan sesuai dengan able referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal able referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati
menyampaikan permintaan perubahan able referensi
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan able referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(10)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
bupati, wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk

(10)Dokumen



(ll)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
atau dokumen flsik (hardcopy).

(12)Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN).

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
DESA

Pasal 7

(1) Program prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pasal 2
ayat (1) huruf b diatur berdasarkan Prioritas Nasional
Pemerintah Aceh dan Prioritas Daerah yang menjadi
Kewenangan Kampung;

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian
SDGs Desa melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan

Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan

Desa; dan
c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

(3) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini;

(4) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dituangkan dalam Qanun kampung
mengenai APBKampung;

(5) Tata Cara pengesahan Qanun Kampung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara
penetapan APBKampung;

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program prioritas kegiatan penggunaan
dana desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2)
berpedoman kepada petunjuk teknis sebagaimana
diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

(2)Pembinaan



(2) Pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati
melalui OPD dan/atau Camat;

(3) Pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui sosialisasi,
pemantauan dan evaluasi;

(4) Dalam rangka pelaksanaan petunjuk teknis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah
Kampung dapat dibantu oleh TPP dan/atau pihak
ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Reje bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan penggunaan Dana Desa;

(2) OPD dan/atau Camat melaporkan hasil pembinaan
pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud
pasal 4 ayat (2) kepada Bupati;

(3) Laporan hasil pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi bahan
evaluasi dalam pelaksanakan program dan Kegiatan
Dana Desa.

Pasal 10

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan selain dari prioritas yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) setelah
mendapat persetujuan Bupati;

(2) Program dan kegiatan selain dari prioritas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tetap mengacu kepada
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan keuangan Desa;

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan pada saat evaluasi rancangan Qanun
Kampung mengenai APBKampung.

BAB V

TATA KELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Bupati dapat menetapkan besaran dan/atau rasio
alokasi pagu setiap program dan Kegiatan secara
terperinci kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah Aceh;

(2) Besaran dan/atau rasio pagu setiap program dan
kegiatan ditentukan berdasarkan kondisi kebutuhan
masing-masing Kampung;

(3)Besaran.



(3) Besaran dan atau rasio alokasi pagu setiap program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 12

(1) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran perubahan
dalam hal kecuali dalam Keadaan Luar Biasa (KLB)

(2) Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati;

(3) Tata cara Perubahan APBKampung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tata cara

perubahan APB Kampung.

Pasal 13

(1) Tahapan, Dokumen dan persyaratan penyaluran Dana
Desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tahapan
penyaluran Dana Desa;

(2) Bupati dapat menambah Dokumen dan/atau

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14
(1) Penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

dilakukan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

(2) Reje Kampung menyampaikan laporan pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati melalui camat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui
media informasi.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat :

a. laporan realisasi APB Desa;

b. laporan realisasi kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana; dan

d. sisa anggaran.

BAB VII



BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala
Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan
atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran
yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana
Desa, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal
Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kampung
berkaitan dengan pengunaan Dana Desa sesuai dengan
kewenangannya berupa:

a.Teguran tertulis, dan;

b.Sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,
Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:

a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa
dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi

dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(3)Bupati
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(3) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara
hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan
kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

(4) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai
tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perirnbangan Keuangan.

(5) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perirnbangan Keuangan dapat melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait
atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.

(6) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a atau surat rekomendasi dari
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b dilakukan mulai penyaluran
Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud
diterima.

(7) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana
Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa
berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan
disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun
anggaran berikutnya dihentikan.

(8) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui
surat Direktur Jenderal Perirnbangan Keuangan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ternbusan
bupati atau kementerian/lembaga terkait.

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), tidak
dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa.

Pasal 17

(3)Pengecualian



(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni
tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum
tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni
tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan
surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menerbitkan surat pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan
bupati atau kementerian/lembaga terkait.

BAB V
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BAB1V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener
Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : Januari 2021 M

or Jumadil Akhir 1442 H

r
Diundangkan di
pada tanggal

BUPATI RMERIAH,

Redelong
• & Januari 2020 M

Jumadil Akhir 1442 H

A W I

c

KABUPATE

RETARIAT

DAERAH
ER MERIAH,

IYOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : Ol.


